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FPasal 1
PENDAHULUAN

Anggaran Rumah Tangga PAF] ini disusun berdasarkan BAB X Anggaran Dasar PAFI
pazal 30.

Pasal 2
KEGIATAN

Unituk mencapai fujuan organisasi Pengurus melakukan kegiatan sebagai berikut:

1-

Menghimpun anggota PAF! terdini dari ;

a. Tenaga Tekns Kefarmasian yvang terdin dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya
Farmasi, Analis Farmasi (Ahli Madya Anaiisa Farmasi dan Makanan), dan
Tenaga Menengah Farmasi,

b. Warga Negara yang amal bakiinya dibidang farmasi meliputi
1} Anggeiz Luar Biasa;

2) Anggota Kehormatan.

Menyelenggarakan pelatihan/ workshop/ seminar loka karya dibidang

kefarmasian untuk :

a Meningkatkan kualitas diri anggota PAFI;

b, Menjaga mutu / kualitas kompetensi pekeraan dan pelayanan kefarmasian
anggota PAFI. .

Membangkitkan semangat juang anggota PAF1 agar lebih mencintai dunia
kefarmasian melalui antara lain ;

Penelitian dan pengembangan dunia kefarmasian;

Lomba-lomba dibidang kefarmasian;

Bakti zozial;

Fenyuluhan pelayanan farmas: kepada masyarakat;

Kegiatan lain yang berkaitan dengan prakiik kefarmasian.

Penerbitan tulisan ilmiah.
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Pasal 3
ATRIBUT : LAMBANG, BENDERA, SERAGAM, LENCANA dan CAP

Atribut adalah tanda pengenal keberadaan organisasi PAF] meliputi :

1. Lambang dinamakan Lambang PAF] :
Bentuk bulat dengan 2 (dua) garis lingkaran berwarma hitam dan
keseluruhan berwarna dasar biru muda ditengah bergambar ular



berwama merah melingkan gelas berwama kuning dan diantara

Lambang PAE! duz garis lingkaran fterdapat tulisan PERSATUAN AHLI
FARMAS] INDONESIA serta diantara tands binfang terdapat
tulisan PAFL

Rincian makna lambang PAFI :

a. Bentuk bulat / lingkaran keseluruhan berwama dasar biru muda merupakan
cerminan dunia kerja anggota PAF] di sarana Kefarmasian, dibatasi 2 {dua) gars
melingkar berwarna hitam yang memberikan makna kebulatan tekad anggoia
PAFldalarm menjalankan pekerjaan kefarmasian di Indonesia;

b. Lukisan dalam lambang :

1. Tulizan PERGATUAN AHLI FARMASI INDONESIA warna hitam fersusun
melingkar diantara tanda garis lingkaran dan diantara tands bintang terdapsat
pula tulisan PAFI adalsh nama organisasi kemasyarakatan profesi Tenaga
Teknis Kefarmasian di iIndonesia;

2. Tulisan disusun mehngkar merupakan lambang persaiuan dan kesaiuan
anggots organisasi kemasyarakatan profesi Tensge Teknis Kefarmasian
diseluruh wilayah Indonesia dalam menjzlankan pekeraan kefarmasian
berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. lukisan Ular wama meah melingkar pada sebush gelas wama
kuningbermakna:

— Ukar wama merah meiambangkan bahan beracun yang berkat adanya iimu
pengetahuan dan tekhnologi telah dapat dinetralkan menjadi bahan
berkhasiat uniuk obaf;

— Gelas wama kuning melambangkan fempat meramu bahan obat dalam
takaran yvang tepatuntuk diberikan kepada masvarakat yang membutubkan;

4. Secara keseluruhan gelas warna kuning, ular melfingkar wama merah dibalut

fulisan PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA ™ PAFT*

5. Dilatan warna dasar biru muda diharapkan dapat tedadi keselarasan antara
TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN di Indonesia dalam memberikan pelayanan
pekernaan kefarmasian kepads MASYARAKAT yang memeriukan dengan selaly
berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Bendera dinamakan Bendera PAFl merupakan perwujudan
eksiztenst grganisasi Tenaga Teknis Kefarmasian di Indonesia -
a. Bentuk empat perseql panjang dengan perbandingan panjang
4 dan lebar 3 .

b. Berwama dasar hilau tua, tepat ditengahnya terdapat
iambang PAFT;

¢. Benders berwama dasar hijau tus mencerminkan dunia
kesehatan di Indonesia.

d. Dengan diserta lambang PAF] pada tengah bendera, yang
besamya disesuaikan dengan perbandingan besarnya
bendera.




Penggunaan Bendera PAF] :

2. Bendera PAFI digunakan pada saat kegiatan resmi PAFI:

b. Letak Bendera PAFI ditempatkan pada sisi ki Bendera Merah Putih (tampak
dari hadapan kita bendera PAF| di-sebelah kanan benders Mersh Putin).

3. Baju Seragam dinamakan Seragam PAFI :

a. Bahan katun, berwama dasar biru, bergambar ular wama putih melingkar pada
gelas berwama putih dalam bulatan dengan tulisan PAF! dan mofif daun
tersusun rapi serta bunga melzi;

b. Baju Seragam PAFI dikenakan segenap anggota PAF| pada

1) Upacara resmi;

2) Pertemuan resmi:

3) Melakukan pekerjaan profesi di-sarana kefarmasian pada wakiu tertentu;
4} Kesempatan lain yang dianggap periy;

Bentuk baju seragam :

1) Kemejz lengan panjang dan atau Jas urtuk laki-lzki;

2) Blzzer, jas tanpa kerah untuk wanita;

d. Makpa baju seragam PAF diatur dalam Peraiuran Organisasi.
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ﬁy,'_ ‘\ 4. Lencana dinamakan Lencana PAFI
= "’"“:%1 a. Merupzkan medali sebagai tanda keanggotaan TTK di-
'.fé\ ﬂ organisasi PAF], disematkan pada kegiatan resmi PAF! atau
SRy Kesampatan lain yang dianggap peru.
b. Rincian lencana PAFL
Lencana PAFI 1) Bahan lencansa logam
2) Bentuk bulat! lingkaran, berdiameter 3.5 cm.
3} Bergambar [ambang PAFI.
c. Makna lencana PAFI diatur dalam Peraturan Organisasi
e, 5. Capdinamakan Stempel PAF|
[y a. Sitempel PAF] bentuk buiat lingkaran, diameter 4 cm;

il i b. Rincian bentuk stempel PAFI -

Sty 1) Bentuk buiat, dibagian pinggir terdapat garis lingkaran
dobel, agak kedalam terdapat gars tunggal lingkaran:

2) Diantara garis dobel dan garis tunggal terdapat tulisan
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA tersusun
melingkar dan diantara tanda bintang terdapat tulisan :

a) PENGURUS PUSAT untuk Cap Pengurus Pusat;

by DAERAH (ditulis masing-masing Provinsi) uniuk cap
Pengurus Daerah Provinsi;

c) CABANG (diulis masing-masing Kabupaten/
Kotajuntuk cap Pengurus Cabang Kabupaten/Kota;

3) Didalam lingkaran bagian tengsh terdapat gambar ular
melingkar pada geias piala;

4) Dibagian bawah gambar ular dan gelas terdapat tulisan
PAFI.

¢. Penggunaan stempel :
1} Oleh Pengurus Pusat untuk tanda bukii pengesahan suaitu
dokumen yang terbit dar Pengurus Pusat;



2) Oleh Pengurus Daerah uniuk tanda bukti pengesahan
suatu dokumen yang terbit dari Pengurus Daerah;

3) Oleh Pengurus Cabang uniuk tanda bukli pengesahan
suatu dokumen yang terbit dan Pengurus Cabang;

BAB I
KEANGGOTAAN
PERSYARATAN, KEWAJIBAN, HAK. LARANGAN, PERLAKUAN

Pasal 4
PERSYARATAN ANGGOTA

1. Tenaga Teknis Kefarmasian yang dapat diterima menjadi enggoiz PAFI adaiah
mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berkut :

8.

b.

Warga Negara Indonesia dan tefsh memiliki fjasah pendidikan kefarmasian
mehiput

1) Lulusan SAA SMF/ SMK Kompetensi Keahlian Farmas:,

2) Lulusan D lll Farmasi, D Il Analis Farmasi dan Makanan/ Akafarma;

3) Lulusan 31 Farmasi

Warga Negara yang amal baktinya dibidang farmasi meliputi -

1) Anggota luar biasa yaitu mereka yang bidang tugasnya | bekerja diduna
kefarmasian, menunjukkan aktifitasnya dalam mendorong kemajuan PAFI
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, bersedia diangkat menjadi anggota luar
biasa dibuktikan dengan surat pemyatzan;

2} Anggota kehormatan yaitu mereka yang memiliki kepedulian ternadap
perkembangan PAFl, menunjukkan dedikasinya dalam perkembangan
PAF] sekurang-kurangnya 2 (dua) tshun, bersedia diangkat menjadi
anggota kehormatan dibuktikan dengan surat pernyataan;

3) Anggota luar biasa dan anggota kehormatan diangkat oleh Ketua Pengurus
Pusat PAF| berdasarkan pertimbangan dan atau usulan dar Ketua
Pengurus Daerah PAFI setelsh mendapat masukan dari Pengurus Cabang.

Tenaga Teknis Kefarmasian yang dapat diterima menjadi anggota PAF] telah -
a. Menyetujui dan menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
PAFI, Kode Etik Profesi, Peraturan-peraturan Organisasi;

b. Mengajukan permohonan menjadi anggota PAFI, diajukan secara terfulis
kepada Pengurus Cabang PAF| Kabupaten/ Kota dengan mengisi formulir
sesuai peraturan yang berlaku;

¢ Sanggup secara aktif mengikuti kegiatan orgamsasi



Pasal 5
KEWAJIBAN ANGGCOTA

1. Senantiasa menjaga nama baik dan keselamatan organisasi;

2. Melaksanakan dan mentaati sepenuhnya :

8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
b. Standar Profesi;

o
d
e
f.

Kode Etik;

. Peraturan Organisasi:
. Program Kerja;

Ketentuan yang diberlakukan organisasi.

3. Memiliki Kartu Tanda Anggota Nasional (KTAN) PAFI:

®o0 o

Memenuhi ketentuan keuangan yang ditetapkan organisasi, melipisti :

Uang pendaftaran anggota;

luran anggota;

Pembiayaaan pembuatan Kartu Tands Anggota;
Pembiayaan Kelengkapan Organisasi:
Pembiayaan lain sesuai ketetapan organisasi.

5. Berpartisipasi akiif dengan melaksanakan program kerja organisasi dalam rangka
menumbuh kembangkan organisasi.

Pasal 6
HAK ANGGOTA

1. Anggota biasa mempunyai hak -
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Menghadiri rapat;

Berbicara dalam rapat;

Dipilih sebagai pengurus;

Membela din;

Mendapatkan perlindungan, pembelaan, pelatihan dan bimbingan dari
organisasi;

Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi;

g. Mengeluarkan pendapat serta mengajukan usul dan saran untuk kepentingan

h.

organisasi;
Memperoleh penghargaan atas jasa terhadap organisasi.

2. Anggota Luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai hak

a.
b.

Menghadiri rapat;
lMengeluarkan pendapat serta mengajukan usul dan saran untuk kepentingan
arganisasi.

Pasal 7
LARANGAN BAG!I ANGGOTA

Setiap anggota dilarang



1. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAFI, Standar Profasi,
Kode Etik Profesi, dan Peraturan Organisasi.

2. Menerbitkan dan mengeluarkan surat-surat, dokumen dan informasi kemedia cetak/
elekironik yang bukan menjadi kewenangannya;

3. Menggunakan nama PAF| untuk hal-hal yang bertentangan dengan azas, tujuan
organisasi untuk kepentingan pribadi.

Pasal 8
PERLAKUAN TERHADAP ANGGOTA

1. Keanggotaan berhenti apabila;

a. Atas permintaan sendiri;

b. Selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak memenuhi kewajiban selaku anggota
PAFI.

¢. Melakukan tindak pidana di bidang kefarmasian dengan ancaman pidana 5
(ima) tahun ke atas.

d. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Standar Profesi,
Kode Etik Profesi, dan Peraturan Organisasi.

e. Meninggal dunia.

2, Anggota yang melalaikan kewajiban sebagaimana tercantum dalam pasal 5 dan
melakukan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Anggaran Rumah Tangga ini dapat
dikenai sanksi :

a, Diberikan surat peringatan dari Pengurus Cabang dengan tembusan FPengurus
Daerah
b. Pemberian peringatan tertulis sebagaimana avat 2 huruf a. dapat diberikan
sebanyak-banyaknya 2 {dua) kali:
C. Masa berlaku surat peringatan perfama selama-lamanya 30 (tigapuluh) hari
keria;

Masa berlaku surat peringatan kedua selama-lamanya 30 (tigapuluh) hari kerja:

e Apabila sejak diterbitkannya peringatan yang ke dua kepada Anggota yang
bersangkutan oleh Pengurus Cabang dan yang bersangkutan selama 30 hari
berikutnya tetap belum merubah/ memperbaiki perilakunya, maka kepada yang
bersangkutan dapat diberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggots
PAFI.

=

3. Peringatan tertulis, Pemberhentian sebagai anggota diatur lebih rinci dalam
peraturan organisasi.

BAB il
ORGANISASI

Pasal 9
PEMBENTLUKAN ORGANISASI

Crganisasi PAFI dapat dibentuk ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten / Kota di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Pasal 10
PEMILIHAN KETUA

1. Pemilihan Ketua Pengurus PAFl masing-masing tingkatan organisasi dilakukan
pada saat pelaksanaan Musyawarah setiap tingkatan organisasi.

2. Ketua Pengurus Pusat dipilin oleh Ketua /| Perwsakilan Pengurus Daerahyang sah
sebagai peserta Musyawarah Nasional:
a. Dalam hal Ketua Pengurus Daerah tidak hadir maka ketua harus membertkan
pendelegasian kepada vang mewakilinyza
b. Pengurus Daerah hanya memiliki hak satu suara

3. Ketus Pengurus Daerah dipilih oleh Ketua/ Perwakilan Pengurus Cabang
Kabupaten! Kota yang sahsebagai peserta Musyawarah Dagrah:
a. Dalam hal Ketua Pengurus Cabang tidak hadir maka ketua harus
memberikan pendelegasian kepada yang mewskilinya
b. Pengurus Cabang hanya memiliki hak satu suara

4. Ketuz Pengurus Cabang dipilih oleh Anggota PAF| yang =ah sebagai peseria
Musyawarah Cabang Kabupaten/ Kota;

5. Tatacara pemilinan Ketua Pengurus PAFI diatur lebih nna dalam tata tertib
Musyawarah masing-masing tingkatan organisasi.

Pasal 11
PEMLIHAN KETUA PENGAWAS

Pemilihan Ketua Pengawas disemua tingkatan organisasi .
a. Dilaksanakan sesazi setelah terpilihnys Ketua Pengurus PAF] yang baru dan
masing-masing tingkatan organisasi dalam Musyawarah;

b. Pemilihan Ketua Pengawas dilakukan oleh Ketua Pengurus PAF| terpilih masing-
masing tingkatan organisasi

c. Kelengkapan personalia Pengawas masing-masing tingkatan organisasi dilakukan
oleh Ketua Pengurus PAF] terpilih masing-masing tingkatan organisasi;

Pasal 12
PEMILIHAN PENGURUS ORGANIZASI

1. Pengurus PAF| masing-masing tingkatan crganisasi dipilih dari anggota PAFI

2. Kelengkapan personalia kepengurusan disusun oleh
a. Ketua tergilin
b. Tim Formatur yang beranggotakan minimal 5 atau 7 orang dengan Komposisi |

1) Tim Formatur Pengurus Pusat terdini dar Ketua PAFI terpilin sebagai Ketua
Tim Formatur beranggotakan Unsur Pengurus Pusat Demisioner 1 atau 2
{satu atsu dua} orang, unsur Pengurus Daerah 3 aiau 4 (liga atau empat)
orang;



2) Tim Formatur Pengurus Daerah terdiri dar Ketua PAF! terpilih sebagai Ketua
Tim Formatur beranggotakan Unsur Pengurus Dasrah Demisioner 1 atau 2
{satu atau dua) orang, unsur Pengurus Cabang 3 atau 4 (liga atzu empai)
oranig,;

3) Tim Formatur Pengurus Cabang terdin dan Ketua PAF| terpilin sebagai Ketua
Tim Formatur beranggoiakan Unsur Pengurus Cabang Demisioner 1 atau 2
(satu atau dua) orang, Anggota 3 atau 4 (tiga atau empat) orang;

3. Personalia kepengurusan organisasi PAF| dimasing-masing tingkatan organisasi
narus sudzh dilengkapi dan discsialisasikan selambai-lambatnya dalam 30 (liga
puluh} har kera sejak adanya-ketetapan Musyawarah masing-masing tingkatan
Organisasi.

Fasal 13
PERGANTIAN ANTAR WAKTL

Ditingkat Pengurus Pusat:

d.

Pengisian iowongan Personalia Pengurus Antar Wakiu Anggota Pengurus Pusat
dilekukan daiam Rapat Koordinasi Pusat;

Calon-calon diajukan okeh Pengurus Pusat dengan memperhatikan saran dari
Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah dimana Calon yang bersangkutan
berdomisili;

Sebelum ditetapkannya Fersonalia pengisian lowongan seperti dimaksud pada
pasal 13 ayat 1a), Ketua Pengurus Pusat dapat menunjuk Pejabat sementara.

Ditingkat Pengurus Dasrah Provinsi ;

4.

b.

Pengisian lowongan Personalia Pengurus Antar Wakiu Anggota Pengurus
Daerah dilakukan dalam Rapat Koordinasi Daerah setempat;

Calon-calon diajukan oleh Pengurus Daerah kepada Ketuz Pengurus Pusat
dengan memperhatikan saran dari Pengawas Daerah setempat, dan Pengurus
Cabang Kabupaten/ Kota dimana calon yang bersangkutan berdomisili ;

Sebalum ditetapkannya Personalia pengisian lowongan seperti dimaksud pada
pasal 13 ayat 23), Ketua Pengurus Deerah dapat menunjulk Pejabat sementara.

3. Diingkat Pengurus Cabang Kabupsaten/ Kota !

d:

Pengisian lowongan Personalia Pengurus Antar Wakiu Anggoia Pengurus
Cabang dilakukan dalam Rapat Koordinasi Cabang Kabupaten/ Koia
setempat;



b. Caton-calon diajukan oleh Pengurus Cabang kepada Ketua Pengurus Daerah
dengan memperhatikan saran-saran dari Pengawas Cabang Kabupaten! Kotz
setempat;

¢. Sebelum ditetapkannya Personalia pengisian lowongan seperti dimaksud pada
pasal 13 ayat 3a), Ketua Pengurus Cabang dapat menunjuk Pejabat
samentara.

Fasal 14
MASA JABATAN PENGURUS

1. Masa jabatan Pengurus PAF| dimasing-masing tingkatan organisasi untuk jangka
wakiu 5 {lima) tahun sejak ditetapkan dalam surat keputusan.

2. Masa jabatan Pengurus Pengganti Antar Waktu dimulsi sejgk ditetapkan dalam
surat keputusan Pengurus Penggant antar waktu dan berakhir sesuai periode masa
jabatan kepengurusan yang digantikan.

3. Masa Jabatan Pengawas ditetapkan uniuk jangka wakiu 5 (lima) tahun seiak
ditetapkan dalam surat keputusan

4. Masa Jabatan Dewan Efik dan Disiplin ditetapkan untuk jangks waktu 5 {lima) tahun
sefak ditetapkan dalam surat keputusan.

Pasal 15
PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS

Kepengurusan lama berkewajiban menyelezaikan dan menyerahkan laporan
perfanggung jawaban organisasi paling lambat 30 harl, seiak Ketua terpilih dilantik,
milipidti ;

1. Laporan keuangan;

2. Laporan keanggotan;

3. Laporan asef-aset organisasi;
4, Laporan Program kerja berjalan dan lainnys.

BAB IV
MUSYAWARAH, RAPAT - RAPAT

Pasal 18
MUSYAWARAH NASIONAL

1. Musyawarah Nasional (Munas) merupskan pemegang kekuasaan terlinggi dalam
organisasi PAFT

2. Munas diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun;

3. Pengurus Pusat membentuk dan menetapkan tugas serla wewenang Panita
Penyelenggara Munas;

g



4 Munas dianggap sah apabiia dihadii sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dan
Ketua Pengurus Daerah yang telah dibentux:

& Dalam hal Ketua Pengurus Daerah yang hadir pada acara Munas belum memenuhi
guorum sebagaimana pasal 16 ayat 4, maka pelaksanaan untuk mulainya Munas
diundur selama 60 (enampuluh) menit;

5. Apsbila teriadi sebagaimana pasal 18 ayat 3, quorum belum juiga terpenuhi, maka
pelaksansan Munaz dapat dilanjutkan dengan jumiah peserta Ketua Pengurus
Daerah yang hadir saja dan Munas dinyatakan sahy

7. Munas dihadiri oleh ;
a. Pengurus Pusat;
b. Pengswas Pusat;
c. Ketua Pengurus Daerah atau utusan Pengurus Daerah yzng mendapatkan
pendelegasian darj Ketua Pengurus Daerah;
d. Anggota Luar Biasa berdasarkan mandat dari Ketua Pengurus Daerah,
e Anggota Kehormatan berdasarkan mandat dari Ketua Pengurus Daerah;
i Dewan Etik dan Disiplin

8. Undangan.

9. Penyelenggarsan Munas serta {stacara penggunaan hak suzra peserta dalam
Munss diatur dslam Tata Tertin Munas berdasarkan AD dan ART PAFL

{0.Pembiayaan akibat diadakannya Munas menjadi beban Biaya Anggaran
Pengurus Pusat dan Peserta Munas.

Pasal 17
MUSYAWARAH DAERAH

{. Musyawarah Daerah ( MUSDA ) merupakan pemegang kekuaszan tertinggi dalam
organisasi PAF| di wilayah Provinsi |

5 Musda diselenggarakan sekali dalam 5 {lima) tahun;

3. Pengurus Daersh membentuk dan menetapkan tugas serta wewenang Panitia
Penyelenggara Musda;

4. Musda dianggap sah apabila difadiri sekurang-xurangnya 2/3 {dua per tiga) dari
Ketua Pengurus Cabang Kabupaten/ Kota se-Provinsi,

5 Dalam hal Ketua Pengurus Cabang yang hadir pada acara Musda belum memenuhi
quorum sebagaimana pasal 17 ayat 4. maka pelaksanaan untuk mulainya Musda
diundur selzma 80 {enam puluh) menit;

6. Apabila terjadi sebagaimana pasal 17 ayat 5, guarlum belum juga terpenuhi, maka

pelaksansan Musda dapat dilanjutikan dengan jumiah peserta Ketua Pengurus
Cabang yang hadir saja dan Musda dinyatakan saf.

1l



. Musyawarah Daerah dapat dan atau dihadiri olah -

Pengurus Pusat;

Pengurus Daerah setempat;

Pengawas Daerah setempat;

Ketua Pengurus Cabang atzu utusan Pengurus Cabang yvang mendapatkan

pendelegasian dar Ketua Penhgurus Cabang ;

Anggota Luar Bissa berdasarkan mandst dari Ketua Pengurus Cabang

Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi;

f. Anggota Kehormatan berdasarkan mandat dar Ketua Pengurus Cabang
Kabupaten/ Kota se Provinsi;

g. Undangan.
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. Penyelenggaraan Musda seria tatacara penggunaan hak suarag peserta dalam
Musda diatur dalam Tata Teriib Musda berdasar AD dan ART.

Pembiayaan akibat diadakannya Musda menjadi beban Biaya Anggaran
Pengurus Daerah dan peserta Musda.

Pasal 18
MUSYAWARAH CABANG KABUPATEN! KOTA

. Musyawarah Cabang (Muscab) Kabupatsn/ Koia merupakan pemegang
kekuasaan tertinggi dalam crganisasi PAF! di wilayah Kabupaten/ Kota ;

. Muscab KabupateniKota diselenggarakan sekali dalam 5 {lima) tahun ;

. Ketua Pengurus Cabang Kabupaten/ Kota membeniuk dan menetapkan tugas seria
wewenang Fanitia Penyelenggara Muscab Kabupaten/ Kota ;

. Muscab dianggap sah apabila dihadin sekurang-kurangnya 2/3 (dua per ftiga)
Anggota Cabang Kabupaten/ Kota setempat;

. Dalam hal anggota Cabang Kabupaten! Kota yang hadir pada acara Muscab belum
memenuhi quorum sebagaimana pasal 18 ayat 4, maka pelaksanaan untuk
mulainya Muscab diundur selama 60 (enam puluh) menit;

. Apabila terjadi sebagaimana pasal 18 ayat 5 quorum belum juga terpenuhi, maks
peiaksanaan Muscab dapat dilanjutkan dengan jumlah peserta Anggota yang hadir
saja dan Muscab dinyatakan sah;

. Muscab Kabupaten/ Kota dapat dan atau dihadir oleh :

Pengurus Pusat:

Pengurus Dasrah setempat;

Pengurus Cabang setempat;

Pengawas Cabang setempat;

Anogota Cabang! Kabupaten/ Kota setempat

Angaota Luar biasa berdasarkan mandat Pengurus Cabang Kabupaten/ Kota

seteampat;

g. Anggota Kehormatan berdasarkan mandat Pengurus Cabang Kabupaten/ Kota
setermnpat:

~oap o
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Dalam hal Ketua Pengurus Cabang yang hadir pada aczra Musdalub belum
memenuhl guorum sebagaimana pasal 21 ayat 2, maka pelaksanaan uniuk
muiainya Musdalub diundur salama 50 (enampuluh) menit;

Apabila terjadi sebagaimana pasal 21 ayat 3, quorum belum juga terpenuhi, maka
pelaksanaan Musdalub dibatalzn ;

Paszal 22
MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA

Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) dapat diselenggarakan atas usul 1
{satu) orang anggota Cabang Kabupaten/ Kota setempat, dan harus mendapat
persstujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggots Kabupaten/ Kota seiempat:

Muscablub dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari
anggota yang telah memberkan persetujuan dilaksanakannya Muscablub;

Dalam hal anggota Cabang yang hadir pada acara Muscabiub belum memenuhi
guorum sebagaimana pasal 22 ayat 2, maka pelaksanaan untuk mulsinya
Muscablub diundur selama 60 (enampuluh) menit

Apabila terjadi sebagaimana pasal 22 ayat 3, quorum belum juga terpenuhi, maka
pelaksanaan Musdalub dibatatkan;

Pasal 23
RAPAT KERJA NASIONAL

. Rapat Kena Nasionzal (Rakemas) diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam

masa bakll kepengurusan Pengurus Pusat;

Rapat dibadiri oleh -

Pengurus Pusat:

Ketua Pengurus Daerah seluruh Indonesia;

Lhusan sebagai peseria sah dari Pengurus Daerah;

Anggota Luar Biasa berdasarkan mandat dari Ketua Pengurus Daerah;
Anggota Kehormatan berdasarkan mandat dar Ketua Pengurus Daerah;

Ketua Pengurus Cabang atau utusan Penguruz Cabang berdasarkan mandat
dari Ketua Pengurus Cabang

g. Undangan.

“pap o

Tugas dan wawenang Rapat Kerja Nasional adalah :

a. Melakukan evaluasi program kerja Pengurus Pusat yang telah ditetapkan;

b Merumuskan kebijakan yang diperluksn dalam menghadapi perkembangan
baru, termasuk regulas: Pemerintah terkait dengan bidang kefarmasian ;

¢. Menjalin komunikasi antara Pengurus Pusal, Pengurus Daerah dan Pengurus
Cabang dalam melaksanakan keputusan Munas.



n. Undangan.

- Penyeienggaraan Muscab Kabupaten/ Kota serta tatacara penggunaan hak suara
peserta dalam Muscab Kabupaien/ Kota diatur dalam Tata Tertib Muscab
Kabupaten/ Kota berdasar AD dan ART.

- Pembiayaan akibat diadakannya Muscab menjadi beban Biaya Anggaran
Pengurus Cabang dan peserta Muscab.

Pasal 19
MUSYAWARAH LUAR BIASA

. Musyawarah Luar biasa adaslah sudtu musyawarsh untuk membahas perubshan
yang fundamental terhadap perubahan mendasar di semua tingkatan organisasi:

Pembiayaan akibat diadakannya Musyawarah Luar Biasa masing-masing
tingkatan organisasi menjadi beban biaya Anggaran Pengurus masing-masing
tingkatan organisasi.

Pasal 20
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munasiub) dapat diselenggarakan atas usul
salah satu Ketua Pengurus Daerah, dan harus mendapat persetujuan sekurang-
kurangnya 2/3 {duz per tiga) Ketua Pengurus Daerah yang telah terbentuk:

- Munaslub dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari
Ketua Pengurus Daerah yang telah memberikan persetujusn dilaksanakannya
Munaslub;

. Dalam hal Kertua Pengurus Daerah yang hadir pada acara Munasiub belum
memenubi quorum sebagaimanz pasal 20 ayat 2, maka pelaksanaan untuk
mulainya Munasiub diundur selama 80 (enampuluh) menit:

- Apabila terjadi sebagaimana pasal 20 ayat 3, quorum belum juga terpenuhi, maka
pelaksanaan Munasiub dibatalkan.

Pasal 21
MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA

- Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dapat diselenggarakan atas usul sslah
safu Kelua Pengurus Cabang Kabupaten/ Kota, dan harus mendapat persetujuan
sekurang-kurangnya 2/3 (duaperiga) Ketua Pengurus Cabang Kabupaten/ Kota
yang telah terbeniuk dalam satu Provinsi:

- Musdalub dianggap sah apabila dihadin sekurang-kurangnya 2/3 {dua per tiga) dari
Ketua Pengurus Cabang yang telah memberkan persetujuan dilaksanakannya
Musdafub ;



. Keputusan Rakemnas dianggap ssh apabils disetujui sekurang-kurangnys %
{setengah) jumizh suara peserta Rakemnas + 1 (satu) suara.

. Pembiayaan akibat diadakannya Rapat Kerja Nasional menjadi beban Biaya
Anggaran Pengurus Pusat dan Peseria Rakernas.

Pazal 24
RAPAT KERJA DAERAH

. Rapat Kerja Daerah{Rakerda) diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam masa
bakti kepengurusan Pengurus Daersh;

. Rapat dihadiri oleh :

. Pengurus Pusat;

Pengurus Daerah setempat:

Ketua Pengurus Cabang setempat;

Utusan Pengurus Cabang berdasarkan mandat dan Ketua Pengurus Cabang
Anggota Luar Biasa berdasarkan mandat dari Ketua Pengurus Cabang;
Anggota Kehormatan berdasarkan mandat dari Ketua Pengurus Cabang:
Undangan.

w MO AP D

. Tugas dan wewenang Rapat Kerja Daerah adalsh ;

a. Melakukan evaluasi program kerja Pengurus Daerah yang telah ditetapkan;

b. Menindak lanjuti kebijskan yang dibuat Pengurus Pusat dalam menghadspi
perkembangan baru, termasuk regulasi Pemerintah terkait dengan bidang
kefarmasian;

¢. Menjalin komunikasi antara Pengurus Pusat dan Pengurus Daersh serts
Pengurus Cabang dalam melaksanakan keputusan Munas dan Musda.

- Keputusan Rakerda dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya %
(setengah) jumlah suara peserta Rakerda yang hadir + 1 (satu) suara.

- Pembiayaan akibat disdakannya Rapat Kerja Daerzh menjadi beban Anggeran
Pangurus Daerah dan Peserta Rakerda.
Pasal 25
RAPAT KERJA CABANG

- Rapat Kerja Cabang (Rakercab) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam masa
bakti kepengurusan Pengurus Cabang;

. Rapat dihadiri oleh :
Pengurus Daerah;
Pengurus Cabang ;
Anggota ;

Anggota Luar Biasa;
Anggota Kehormatan ;
Undangan.

Sl ==
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Tugas dan wewenang Rapat Kerja Cabang adalah :

2. Melakukan evaluasi program kerja Pehgurus Cabang yang teiah ditetapkan;

b. Menindak lanjuti kebijakan yang dibuat Pengurus Pusal dan Daersh dalam
menghadapi perkembangan baru, termasuk regulasi Pemerintah terkai dengan
bidang kefarmasian;

c. Menjalin komunikasi antara Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan anggota
dalam melaksanakan keputuzan Musda dan Muscab.

Keputusan Rakercab dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurzngnya 2
(setengah) jumiah suara peseria Rakercab yang hadir + 1 (satu) suara

Pembigyaan akibat diadakannya Rapat Kera Cabang menjadi beban Pengurus
Cabang dan Peseriz Rakercab,

Pasal 2¢&
RAPAT PENGAWAS

. Rapat Pengawas masing-masing tingkatan organisssi diadskan oleh Ketua

Pengawas masing-masing tingkatan organisasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kal
dalam 1 (satu) pericde kepengurusan;

Rapat Pengawas masing-masing tingkatan organisasi bertujuan  unfuk
membicarakan masalzh kagiatan-kegiatan konsultatif vang ada hubungannya
dengzn tugas kewajiban organisasi dimasing-masing ingkatan organisasi,

Pembiayaan akibat dizsdskannya Rapat Pengawas masing-masing tingkatan
organisasi menjadi beban Pengurus di masing-masing tingkatan organisasi.

Fa=zal 27
RAPAT DEWAN ETIK dan DISIPLIN

Rapat Dewan Etik dan Disiplin diadakan sesuai dengan kebutuhan dan atau
terdapat permasalahan yang harus diselesalkan.

Pembiayaan akibat diadakannya Rapat Dewan Etfik dan Digiplin menjadi beban
anggaran Pengurus Pusat.

Pa=al 28
RAPAT KOORDIMASI

Rapat Koordinasi antara Pengawas dengan Pengurus masing-masing fingkatan
organisasi, diadakan sskurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) periode
KepengurLsan,

Rapat Koordinasi berujuan untuk konsolidasi organisasi sesuai tingkatan
organisasi, berkaitan dengan tugas-tugas dan atau kebutuhan organisasi.

Rapat Koordinasi dipimpin oleh :

a. Ditingkat Puzat oleh Ketua Umurm;
b. Ditingkat Daerah pleh Ketua Pengurus Daerah;
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¢. Ditingkat Cabang Kabupaten/ Kota cleh Ketua Pengurus Cabang.

, Paszal 28
KETENTUAN KHUSUS

. Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Kerja serta Rapat Koordinasi di masing-
masing fingkatan organisasi harus selalu mengutamakan tetap terjaganyz rasa
persaudaraan, persatuan dan kesatuan demi keutuhan dan kelangsungan hidup
PAFI:

. Keputuzan Musyawarah dan Rapat masing-masing tingkatan organisasi diambil
atas dasar musyawarah mufakat, kecuali apabila keadaan ferpaksa menggunakan
cara pemungutan suara.

Pasal 30
UNDANGAN

. Undangan Musyawarah atau Rapat ;

a. Undangan untuk menghadii Musyawarah dizampaikan kepada Pengurus
masing-masing tingkatan organisasi, sekurang-kurangnya 2 (dua) bulsn
sebelumnya;

b. Undangan untuk menghadin Rapat Kerjz disampaikan kepada Pengurus
masing-masing tingkatan organisasi, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan
sebelumnya;

¢. Undangan untuk menghadiri Rapat Koordinasi di semua fingkatan organisasi
disampaikan kepada Pengurus masing-masing fingkatan organisasi, sekurang-
kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

. Wakiu tersebut pada pasal 30 ayat 1 dalam keadaan mendesak dapat dipersingkat,
dengan catatan harus diperianggung jawabkan oleh Pengurus dzalam musyawarah
atau rapatrapat yang bersangkutan.

BABV
SYARAT MENJAD] KETUA PENGURUS PAFI

Pasal 31
SYARAT MENJAD| KETUA PAFT

. Syarat menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat PAF] :

a. Memiliki Kartu Tanda Anggota Nasional (KTAN) ;

b. Aktf terus-menerus menjadi anggota organizasi PAF] sekurang-kurangnya 5
{lima) tahun;

c. Memiliki dedikasi, disiplin, dan loyalitas.

d. Memiliki kapabilitas dan aksepiabilitas;

e. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam
PAFI.

f. Tidak pemah tersangkut masalah pidana, dengan ancaman hukuman 5 (lima)
tahun penjara.

g. Tidak merangkap jabatan dalam kepengurusan PAFI sebagai Ketua PD maupun
Ketua PC

3 o)



Syarat menjadi Ketua Pengurus Dasrgh PAFI:

a.
b

f.

.

Memifiki Kartu Tanda Anggota Nazional (KTAN) ;

Aktf terus-menerus menjadi anggota organisasi PAF] sekurang-kurangnya 5
{lima) tahun;

e Menmiliki, dedikasi, disipln, dan loyalitas.
d.
B

Memiliki kapabilitas dan aksepiabilitas;

Bersedia meluangkan wakiu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam
PAFI.

Tidak pemah tersangkut masalah pidana, dengan ancaman hukuman 5 (lima )
tahun penjara.

Tidak merangkap labatan dalam kepengurusan PAF! sebagal Ketua PP maupun
Ketua PC

. Syarat menjadl Ketua Pengurus Cabang Kabupaten/ Kota PAFI;

d.

b.

f

.

Memiliki memiliki Kartu Tanda Anggota Nasional (KTAN)
Aktif terus-menerus menjadi anggota organisasi PAF] sekurang-kurangnya 5
{lima) tahun,

o. Memiliki dedikasi, disiplin, loyvalitas ;
d.
e. Bersedia meluangkan wakiu dan sanggup bekeria sama secara kolekiif dalam

Memiliki kapabilitas dan aksepiabilitas;

PAFL

Tidsk pemah tersangkut masalah pidana, dengan ancaman hukuman 5 ( lima )
tahun peniara.

Tidak merangkap jabatan dalam kepengurusan PAF] sebagai Ketua PP maupun
Keta PD

. Syarat menjadi Ketua dan anggois Pengawas masing-masing tingkatan organisasi

PAFI

a. Memiliki Kartu Tanda Anggota Nasional (KTAN})

b Akif terus-menerus menjadi anggota organizasi PAF] sekurang-kurangnya 5
{lima} tahun;

e. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;

d. Bersedia meluangkan wakiu dan sanggup bekerja sama secara kolekif datam
PAFL

e. Tidak pernah tersangkut masalkah pidana, dengan ancaman hukuman 5 { lima )
tahun penjara.

f Tidax merangkap jabatan dalam kepengurusan PAFI

. Syarat menjadi Ketua Dewan Etik dan Disiplin PAF! :

a. Memiiiki Kartue Tanda Anggota Nasional (KTAN)

b. Akiif terus-mengrus menjadi anggota organisasi PAF| sekurang-kurangnya 5
flima) tahun,;

e, Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;

d. Bersedia meluangkan wakiu dan sanggup bekera sama secara kolektf dalam
PAFI.

e. Twlak pemah tersangkut masalah pidana, dengan ancaman hukuman & { lima )

tahun penjara.
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8. Ketua masing-masing tingkatan organisasi dapat dipilih kembali untuk periode
berikutnya, sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa jabatan berturut turut.

Pasal 32
SYARAT PENGURUS PAFI

1. Syarat menjadi Pengurus :

di-

B

3
d.

Memiliki Kartu Tanda Anggota Masional (KTAN) ;

Aktif terus-menerus menjadi anggota organisasi PAF| sekurang-kurangnya 3 {
figa ) tahun;

Memiliki dedikasi, disiplin. dan loyalitas.

Memiliki kapabilitas dan aksaptabilitas;

2. Bersedia meluangkan wakiu dan sanggup bekeria sama secara kolektif dalam PAFI:

3. Tidak pemah tersangkut masalah pidana, dengan ancaman hukuman 5 ( lima )
tahun penjara.

BAB Vi
TUGAS DAN KEWALIBAN PENGURLUS

Pasal 33
PENGURUS PUSAT

1. Ketua Umum mempunyai tugas dan kewajiban;

= |

Memimpin dan membina organisasi secara menyeluruh berdasarkan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tanggs;

Menetapkan kebijgkan umum seria Rencana Induk Organisasi berdasarkan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggs sesusi hasil Musyawarsh
Masional:

Menyebariuaskan Program Kerja kepada Pengurus Daerah untuk dilaksanakan:;

Menyebariuaskan Susunan Personaiia Pengurus Pusat hasil Musyawarzh
Nasional kepada Pengurus Dasrah dan Pengunis Cabang Kabupaten! Kota
diselurub indonesia dalam wakiu selambat-lambatnya 180 (seratus delapan
puluh) hari kerja sejak pelantikan:

Menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Daerah hasil Musda selambsat-
lambatnya 30 hari sejak dienmanya laporan Pengurus Daerah hasil Musda;

Menyebar luaskan Susunan Personalia Pengurus Daerah hasil Musda di satu
Provinsi kepada Pengurus Daerah lain diseluruh Indonesia dalam wakiu
selambat-lambatnya 30 { figa puluh) hari kena;

Menyampaikan laporan perfanggung jawaban dalam forum Musyawarsh
Masional {(Munas) atas semua kegiatan organisasi dalam kurun waktu masa
bhakbnya |



h.

Mengkoordinasikan secara proporsional tugas -
1) Sekretaris Jenderal,

2} Wakil Sekretaris Jenderal:

3} Bendahars:

4} Wakil Bendahara.

2. Ketua | mempunyai tugas dan kewzajiban:

d.

Membaniu dan atau mewakili Ketua Umum dalam memimpin serta membina
secara proporsional tugas

1) Departemen organisasi;

2) Departemen hukum dan pembelasn anggota ;

Membantu dan atau mewakili Ketua Umum dalam melaksanzskan
1) Program Kerja Pengurus Pusat
2) Kebijakan umum seria Rencana Induk Organisasi:

Tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pendelegasian kewenangan dari
kKetua Umum.

3. Ketua Il mempunyai tugas dar kewajiban:

a.

.

Membantu dan atau mewakill Ketua Umum dalam memimpin serta membina
secara proporsional tugas ¢

1} Departemen pendidikan dan pelatihan

2) Departemen usaha;

Membantu dan atau mewakili Ketua Umum dalam melaksanakan -
1} Program Kerja Pengurus Pusat
2) Kebijakan umum serta Rencana Induk Organisasi;

Tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pendelegasian kewenangan dari
Ketua Umum.

. Sekretaris Jenderal mempunyai tugas dan kewsjiban :
a.

Membaniu Ketua Umum dzlam operasional sehari-han;

Menyusun rencana kerja sesuai program kerja dan Rencana Induk Organisasi
serta kebijakan-kebijakan yang ditetapkan organisasi:

Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pendelegasian kewenangan dari
Ketua Umom;

Melaksanakan kegiatan keskretaritan berpedoman pada rencana kerjanys;
Mengkoordinir dan melakukan pelaksanaan kegiatan organisasi;
Melaksanakan tugas tugas administratif organisasi;

Bertanggung jawab kepada ketua Umum
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- Wakil Sekretaris Jenderal mempunyai tugas dan kewsajiban -

2. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pendelegasian kewenangan dari
Sskretars Jenderal;

b. Menyeienggarakan tata usaha Pengurus Pusat,

¢ Menyelenggarakan kearsipan;

d. Menyelenggarakan urusan dalam:;

e Menyusun laporan;

. Beranggung jawab kepada Ketua Umum

Bendahara Umum mempunyai tugas dan kewajiban

a. Menyusun anggaran serla mengatur pembiayaan sesuai Program Kera dan
Kebijakan Umum serta Rencana Induk Organisasi;

b. Menyelenggarakan administrasi keuangan;

c. Membuat laporan keuangan secara berkala;

d. Berianggung jawab kepada Ketua Umum.

. Wakil Bendahara Umum mempunysi tugss dan kewsjiban -

a.  Membantu menyelenggarakan administrasi keuangan;

b. Menyusun laporan keuangan secara berkala;

c. Beranggung jawab kepada Ketua Umuom.

. Ketua Departemen mempunyal tugas dan kewajiban -

a. Menyusun rencana kerja departemen;

b. Melakukan kegiatan organisasi didepartemen;

c. Berianggung jawab kepada Ketua Umum.

. Dewan Pengawas mempunyai tugas dan kewajiban :

8. Memberikan masukan, saran, pefunjuk maupun pertimbangan kepada pengurus

sesuai tingkatan organiasi;

b. Mengawasi pelaksansan tugas pengurus sesuai dengan AD dan ART, Program
Kera seria kebijakan lainnya.
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a.
b.

Fasal 34
PENGURUS DAERAH

Ketua mempunyai tugas dan kewajiban :

Mewalkili organisasi ditingkat Provinsi Daerah ;

Memimpin dan membina organisasi secara menyeluruh ditingkat Provins
berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

Melaksanakan Pragram Kerja Pengurus Daerah dan kebijgkan umum Pengurus
Daerah berdasarkan hasil Musyawarah Daerah;

Manyebar luaskan Program kera Pengurus Daerah kepada Pengurus Cabang
Kabupaten/ Kota untuk dilaksanakan;

Melaporkan kepada Pengurus Pusat tentang susunan Personalia Pengurus
Daerah yang baru hasil Musda, selambsatlambatnya 80 (Enam puluh) hari kerja
sejak pelantikan;

Menyebar luaskan susunan Personalia Pengurus Daerah yang baru hasil Musds
kepada Pengurus Cabang Kabupsten/ Kota se-Provinsi selambat-lambatnya 60
{enam puluh) hari kena sejak pelantikan;

Meiaporkan kepada Pengurus Pusat tentang susunan Personalia Pengurus
Cabang Ksbupaten/ Kota yvang barnu hasil Muscab, selambat-lambatnya 30 ( iga
puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil Muscab:

Menyebar luaskan Susunzn Personafia Pengurys Cabang yang baru hasil
Muscab di satu Kabupaten/ Kota kepada Pengurus Cabang lain disatu Provinsi
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dierimanya lzporan dari PC
PAFI| yang baru dilantik;

Menyampaikan laparan pertanggung jawaban dalam forum Musda atau
Musyawarsh Daerah Luar Biasa (Musdalub) atas semus kegiatan organisas
dalam kurun wakiu yang telah dilaiuinysa;

Mengkoardinasikan kegiatan secara proporsional tugss

1) Wakil Ketus;

2) Sekretans;

3) Bendahara;

2. Wakil Ketua berkewaiiban :

e A 0o

Membantu Ketua dalam rangks tugas pimpinan sehari-hari,

Mewakili Ketua dalam hal berhalangan hadir pada kegiatan-kegiatan crganisasy,
Menyusun rencana kera sesual program kera kebijakan-kebijakan yang
ditetapkan organisasi;

Melaksanakan kegiatan dibidangnya berpedoman pada rencana kerjanya;
Mengkaardinir dan melakukan pelaksanaan kegiatan organisasi;
Mengkoordinasikan secara proporsional tugas Biro;

Bertanggung jawab kepada Ketua.

3. Sskretars berkewsjiban !

&,
b
c.

d

Membantu Ketua dalam rangka tugas pimpinan sehari-har,

Mewakili Ketua dalam hal berhalangan hadir pada kegiatan-kegiztan organisasy
Menyusun rencana keria sesuai program kerja serta kebijakan-kebijgkan yang
ditetapkan organisas;

Melaksanakan kegiatan dibidangnya berpedoman pada rencana keranya,
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8. Melakukan pelsksanaan kegiatan organisasi
. Metaksanakan tugas-tugas administrasi organisasi:
g. Bertanggung jawab kepada Ketua.

. WWakil Sekretaris berkewsjiban -

- Mewakili Ketua Umum dalam hal berhalangan hadir pada kegiatan organisasi;
Menyelenggarakan tata usaha Pengurus Daerah;

Menyelenggarakan kearsipan;

Menyslenggarakan uruszsn dalam:

Menyusun laporan;

Bertanggung jawab kepads Ketua

moanow

. Bendahara berkewsjiban -

2. Menyusun anggaran serta mengaiur pembiayaan sesual Program Kerz dan
kebijakan umum Organisasi:

Menyelenggarakan administrasi keuangan:

Mengurus iuran organisasi;

Mengurus Uang Pendaftaran Anggota

Membuat Izporan keuangan secars berkala;

Bertanggung jawab kepada Ketua,

o apo

. Wakil Bendahara berkewaiiban -

8. Menyelenggarakan administrasi keuangan:
b. Membantu mengurus furan organisasi:

¢. Menyusun laporan keuangan secars berkaia;
d. Berlanggung jawab kepada Ketua.

- Biro berkewajiban -

a. Menyusun rencana keda dibidangnya masing-masing;

b. Melakukan kegiatan organisasi dibidangnya masing-masing;
¢. Bertanggung jawab kepada Ketus,

- Pasal 35
PENGURUS CABANG

. Ketua mempunyai tugas dan kewsjiban -

2. Mewakili organisasi ditingkat Cabang ;

0. Memimpin dan membina organisasi secara menyeluruh ditingkat cabang
Kabupaten/ Kota berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga:

¢. Melaksanakan Program Kerja Pengurus Cabang dan kebilakan umum Pengunus
FPusat, Pengurus Daerah:

d. Menyebar luaskan Program kerja dimaksud kepada Anggota se-Kabupaten/
Kota untuk dilaksanzkan:

e. Melaporkan kepada Pengurus Daerah tentang susunan Personalia Pengurus
Cabang yang baru hasil Muscab, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kega ~
sejak pelantikan;
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Menyebar Juaskan susunan Personalia Pengurus Cabang yang baru hasil
Muscab kepada semua Anggota Cabang PAF] Kabupaten! Kota setempat
selambat-lambatnya 30 {tiga puluh ) har keria sejak pelantikan;

Menyampaikan |laporan perfanggung jawaban dslam forum Muscab atau
Musyawarah Cabang Luar Biasa {Muscabiub) atas semua kegiatan organisasi
dalam kurun wakiu yang telzh dilaluinys;

Mengkoordinasikan kegiatan secara proporsicnal tugas :

1) Wakil Ketua;

2} Sekretaris,

3) Bendaharaz;

2. Wakil Ketua

e 0O OR

@0

Membantu Ketua dalam rangka tugas pimpinan sehari-hari;

Mewazkili Ketua dalam hal berhalangan hadir pada kegiatan-kegiatan organisasi;
Menyusun rencana kegiatan sesuai program kena yang ditetapkan organisasi;
Melaksanakan kegiatan dibidangnya berpedoman pada rencana kegiatannys;
Melakukan pelsksanaan kegistan organisasi;

Mengkoordinasikan secara proporsional tugas Seksi-seksi;

Bertanggung jawab kepada Ketua.

3. Sekretaris berkewajiban :

pag o

Membaniu Ketua dalam rangka tugas pimpinan sehari-har,

Mewakili Ketua dalam hal berhalangan hadir pada kegiatan-kegiatan organisasi;
Meiaksanakan tugas administrasi organisasi

Membuat laporan;

Bertanggung iawab kepada Ketua.

4. Wakil Sekretaris berkewajiban :

o an o

Mewsakili Sekretaris dalam hal berhalangan hadir pada kegiatan organisasi;
Menyelenggarakan tata usaha Pengurus Cabang;

Menvyelenggarakan kearsipan;

Menyelenggarakan urusan dalam;

Menyusun laporan;

Beranggung jawab kepada Ketua.

5. Bendahara berkewajiban :

o AN TP

Meanyusun anggaran seria mengatur pembiayaan sesusi Program Kerja |
Menyelenggarakan administrasi keuangan;

hMengurus iuran grganisasi;

Mengurus Uang Pendaftaran Anggota;

Membuszst laporan ksuangan secara berkala;

Berlanggung jawab kepada Ksiua.

8. WWakil Bendahara berkewajiban :

a0 o

Mewakili bendahara bila berhalangan
Membantu administrasi keuangan;
Membantu mengurus iuran organisast;
Menyusun laporan keuangan secara berkaiz;

24



&  Bertanggung [awab kepada Ketua.

7. Seksi berkewajiban ;
a. Menyusun rencana kerja dibidangnya masing-masing;
b.  Melskukan kegiatan organisasi dibidangnya masing-masing;
¢. Bertanggung jawab kepada Ketua.

BAB VI
KEUANGAN

Pazal 36
PENDAPATAN

1. Pendapatan Organisasi terdin dan -
a. Uang Pendafiaran Anggota melalui pembuatan KTAN
b. luran anggota ;
c. Sumbangan lain yang tidak mengikat;
d. Kegiatan lain yvang sah sesuai Peraturan dan atau Keletapan Crganisasi;

2. Untuk membiaya: kegizian-kegiaian khusus yang diselenggarakan gleh organisasi
mekalui suatu kepanitiagn dapat dilakukan pungutan yvang sifatnya mengikat para
peserta.

Pasal 37
PEMEBAGIAN KEUANGAN

Untuk kepentingan pembinaan dan orgamisasi, maka uang pendaftaran anggota, iuran
anggota dan usaha melalu kepanitizan kegiatan khusus yang mengikat dibagi kepada
masing-masing ingkatan crganisasi dengan rincian ;

1. Uang pendafiaran anggota ;
2. Pengurus Pusat 10%
b. Pengurus Daerah 30 %
¢. Pengurus Cabang 60 %

2. luran Anggota :
a. Pengurus Pusat 10%
b. Pengurus Daerah 30 %
¢. Pengurus Cabang 60 %

3. Hasil Usaha
a. Pengurus Pusat 15%
b, Pengurus:Daerah 15 %
¢. Pengurus Cabang 15 %
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Pasal 38
ADMINISTRASI KEUANGAN

. Pembukuzn atau adminisiras| keuangan dilakukan oleh bendahara masing-masing
tingkatan organisasi;

. Pengurus membuka buku tabungan atas nama PAFI setempat;

. Pengeluaran keuangan organisasi dimasing-masing tingkatan organisasi harus
mendapatkan persetujuan Ketua Pengurus dimasing-masing tingkat organisasi;

. Laporan keuangan dibuat secara berkala oleh bendzahars masing-masing tingkatan
organisasi dan dilaporkan secara periodik kepads Kstua Pengurus masing-masing
tingkatan organisasi untuk dibahas dalam rapat pengurus:

.. Tahun buki bagi setiap tingkatan organisasi dimulai tanggal 1 Januad dan berakkhir
tanggal 31 Desember;

- Bendahara masing-masing tingkatan organisasi wajib membust laporan penutupan
fahun buku =etiap tahun takwim dan catatan-catatan keuangan;

. Pengurus masing-masing tingkatan organisasi mempertanggung  jawabkan
pengelolaan keuangan daiam forum Munas / Musda | Muscsb,

BAB Vil
PERUBAHAN

Pasal 32
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

- Perubshan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Munas atay
Munasiub;

- Keputusan Perubahan Anggaran Rumsh Tangga adalah sah, apabila disetujui cleh
sekurang-kurangnya % (setengah) jumiah suara + 1 (satu) suara yang sah dalam
acara Munas atau Munaslub.

BAB IX
ATURAN PELENGKAP DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 40

- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga,
ditetapkan dalam Peraturan Organisasi oleh Pengurus Pusat yang isinya fidak boleh
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

. Peraturan Organisasi masing-masing tingkstsn yang dapat menimbulkan

penafsiran berbeda, maka yang menjadi pedoman utama adalsh Anggaran Dasarf
Anggaran Rumah Tangga;
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3. Peraturan Organisasi masing-masing tingkatan organisasi yang dapat menimbulkan
penafsiran berbeda, dapat pula menjuk kepada hasil -

a. Keputusan Munas / Munaslub;
b. Keputusan Rakemnas;
C. Musda / Musdalub;
d. Keputusan Rakerds;
e. Muscab / Muscablub;
T  Rakercab.
BAB X
PENUTUPR
FPasal £1

1. Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumsah Tangga hasil
Musyawarah Nasional X1V inl maka Anggaran Dassr dan Anggaran Rumah
Tangga yang beriaku sebelumnya serta kelentuan-ketentuan maupun
peraturan-peraturan grganisasi yang berentangan dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga hasil Musyawarah Nasional X1V ini dinyztakan tidak
berlaku lagi;

2. Agar sefiap anggota mengetahuinya Pengurus Pusgat wajib mengumumkan dan
menyebar luaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini kepada
setiap anggota melalui Pengurus ditingkat bawahnya secara berjenjang;

3.  Anggaran Rumsah tangga ini mulai beriaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal - 16 Februari 201%
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